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ABSTRACT 

 

THE PARTICIPATION OF CIVIL SOCIETY IN EMPOWERING 

INDONESIAN MIGRANT WORKERS FROM LAMPUNG 

(A Study on Indonesian Migrant Workers Union of Lampung) 

By 

Pindo Riski Saputra 

Good governance is a governmental management in organizing and managing 

sosial and economic resources to develop the growth of the nation. The role of civil 

society like NGO/ Non-Government Organizations in Good governance is 

supporting the participatory development. The low availability of employment is 

one of the problems in the development. This research focuses on the forms of 

Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) participation as a civil society in 

empowering the former Indonesian migrant workers from Lampung region. The 

method of this research was done using descriptive type with qualitative approach. 

The data collection technique was carried out through interview, observation, and 

documentation. And also data analyzation. 

The result of this research showed that the participation of SBMI Lampung in 

empowering the former Indonesian migrant workers from Lampung in form of 

non-physical participation, included: planning, decision making on evaluation and 

counseling, empowerment, mentoring and rehabilitation; while the physical 

participation was done in form of procurement necessity for ex-BMI (Indonesian 

Migrant Workers) such as; materials, machinery and money. In addition, SBMI 

focused on the process of empowerment in the field of motivation, 

self-development, management, resource mobilization and network development. 

With these results, SBMI Lampung as a layer of society has tried to take the 

participation as described in the concept of civil society, although there were some 

shortcomings and obstacles found in the body of SBMI, 

This research recommended that SBMI should improve its quality as a community 

organization by increasing the intensity of socialization either directly or by 

utilizing social media and the like. Further, it is important to improve social 

networking and synergize with multiple stakeholders. Finally, in order to improve 

its participation in other regions, SBMI Lampung must commit thoroughly to the 

development of the human resources of SBMI Lampung. 

Keywords: Good governance, civil society, participation, empowerment, 

ex-migrant workers from Lampung. 



 

 

ABSTRAK 

PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKS 

BURUH MIGRAN INDONESIA ASAL LAMPUNG.  

”(Studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung)”. 

Oleh 

Pindo Riski Saputra 

Good governance merupakan tata cara pemerintah yang digunakan dalam rangka 

mengatur dan mengelola sumber daya sosial, ekonomi guna mengembangkan 

pembangunan bagi masyarakat. Peran civil society yang termasuk dalam 

(LSM)/Organisasi non-Pemerintahan dalam Good governance merupakan salah 

satu aktor yang mendukung proses pembangunan yang bersifat partisipatif. 

Minimnya ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu masalah dalam 

pembangunan. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk-bentuk partisipasi SBMI 

sebagai civil society dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal 

Lampung. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta 

penganalisisan data. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa partisipasi SBMI Lampung dalam upaya 

pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung. dalam bentuk 

partisipasi non-fisik seperti upaya perencanaan, pengambilan keputusan evaluasi 

dan konseling, palaksanaan pemberdayaan, pendampingan dan rehabilitasi. serta 

partisipasi fisik dalam bentuk pengadaan kebutuhan bagi eks BMI seperti materi, 

Mesin dan Uang, selain itu SBMI memfokuskan proses pemberdayaan dalam 

penanaman motivasi, pengembangan diri,manajemen, mobilisasi sumberdaya dan 

pengembangan jejaring. Dengan hasil tersebut maka SBMI Lampung sebagai 

lapisan masyarakat yang mencoba berdaya memiliki peran sebagaimana yang 

dijelaskan dalam konsep civil society, walaupun masih ditemukan beberapa 

kekurangan dan hambatan yang dialami oleh SBMI. 

Penelitian ini merekomendasikan saran untuk SBMI guna meningkatkan 

kualitasnya sebagai organisasi masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi baik 

secara langsung ataupun dengan memanfaatkan media sosial dan lainnya. Serta 

meningkatkan jaringan sosial dan sinergisitas kepada multi stakeholder. dan demi 

meningkatkan jangkauanya pada daerah lain SBMI Lampung harus berkomitmen 

secara menyeluruh untuk pengembangan SDM SBMI Lampung. 

Kata kunci: Good governance, civil society, SBMI, partisipasi, pemberdayaan,  

eks buruh migran  Lampung. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Good governance merupakan tata cara pemerintah yang digunakan dalam 

rangka mengatur dan mengelola  sumber daya sosial, ekonomi guna 

mengembangkan pembangunan bagi masyarakat. Konsep good governance  

merupakan konsep yang di perkenalkan sebagai upaya mewujudkan 

pemerintahan yang lebih demokratis. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep 

good governance yang pertama kali diperkenalkan oleh World Bank dalam 

Mulyadi (2015:130), bahwa good governance merupakan cara kekuasaan 

yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola berbagai sumber daya 

sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Dalam konsep tersebut 

pula dijelaskan bahwa proses pemerintahan yang baik dan demokrasi pada 

good governance, memerlukan adanya beberapa aspek yang menunjang 

seperti akuntabilitas, tranparansi dan partipasi dalam penyelenggaraannya. 

 

Menurut United Nations Development  Program (UNDP) dalam Mulyadi 

(2015:131), governance sendiri meliputi pemerintah, sektor swasta dan civil 

society yang dikenal dengan istilah aktor-aktor dalam pemerintahan. 

Pengalaman dari berbagai negara maupun di Indonesia sendiri menunjukkan 

pentingnya peran dan kontribusi civil society. Adapun yang dimaksud dengan 
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Civil Society adalah yang termasuk dalam Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM)/ Organisasi Non-Pemerintahan (Ornop), merupakan salah satu aktor 

yang mendorong dalam menunjang proses pembangunan yang bersifat 

partisipatif. Peran ini tidak hanya dalam tataran kajian dan pengembangan 

konsep/ teori, namun juga dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya 

partisipasi warga dalam suatu proses perencanaan, pengambilan keputusan, 

maupun pengawasan terhadap berjalannya suatu pemerintahan. Sebagaimana 

dinyatakan oleh Sumarto (1999:127), bahwa partisipasi atau keterlibatan 

masyarakat adalah kunci sukses inovasi dalam penyelenggaraan governance. 

  

Civil society yang dimaksud dalam good governance ialah sebagai kekuatan 

penyeimbang terhadap negara dan merupakan suatu bentuk kehidupan sosial 

yang terorganisasi dengan ciri kesukarelaan dan keswasembadaan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Hikam dalam Hadiwijoyo (2012:25), bahwa 

civil society merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi 

dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-

generating), dan keswadayaan (self-supporting), serta kemandirian untuk 

berhadapan dengan negara dan keterkaitan pada norma-norma yang diikuti. 

 

Penyelenggaraan good governance di Indonesia tidak serta merta menjadi 

problem solving dalam segala masalah sosial yang timbul pada 

penyelenggaraan pemerintahan.  Salah satu masalah yang masih menjadi 

agenda dalam pemerintah adalah masalah ketersediaan lapangan pekerjaan. 

Masalah-masalah yang timbul seperti kesenjangan sosial maupun ekonomi 

seperti halnya dalam ketersediaan lapangan pekerjaan yang sampai saat ini 
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masih menjadi tugas dan perhatian bagi pemerintah, belum lagi ditambah 

dengan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pada setiap 

tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu 

fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Tingginya tingkat 

pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadikan Indonesia menempati posisi 

ke empat di dunia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk 

tertinggi setelah Cina, India dan Amerika.  

 

Kondisi tersebut makin menambah daftar masalah bagi jalannya 

pembangunan di Indonesia, mengingat bahwa tingginya jumlah pertumbuhan 

penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan 

perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang memumpuni, agar mampu 

bersaing dalam dunia kerja untuk mendukung proses pembangunan. Tetapi 

pada kenyataanya tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia 

tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan 

kondisi serta permasalahan tersebut maka  banyak masyarakat Indonesia yang 

memutuskan  untuk bekerja di luar negeri, guna mencari pekerjaan yang lebih 

baik, dengan harapan bahwa keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai 

Buruh Migran Indonesia (BMI) atau biasa juga disebut sebagai Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) dapat menjadi awal untuk memperbaiki taraf hidup 

perekonomianya. Banyaknya jumlah BMI yang bekerja diluar negeri dapat 

ditunjukan pada tabel diberikut ini: 
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Tabel 1.1 Jumlah Penempatan Buruh Migran Indonesia di Luar negeri 

Berdasarkan Provinsi Periode 2015- 2016 (Januari s/d Mei) 

 

NO JUMLAH 
2015 

Januari-Mei 

2016 

Januari-Mei 

1 Jawa Barat 28.690 21.545 

2 Jawa Tengah 25.319 18.887 

3 Nusa Tenggara Barat 23.004 18.115 

4 Jawa Timur 19.965 17.358 

5 Lampung 6.880 6.793 

6 Sumatra Utara 3.911 6.134 

7 Bali 2.605 1.276 

8 Banten 2.022 1.262 

9 Nusa Tenggara Timur 1.580 1.078 

10 Kalimantan Barat 806 849 

11 Sulawesi Selatan 1.500 391 

12 DI Yogyakarta 821 583 

13 Sumatera Selatan 582 563 

14 DKI Jakarta 661 367 

15 Kepulauan Riau 337 379 

16 Sumatera Barat 305 360 

17 Aceh 277 356 

18 Riau 261 272 

19 Sulawesi Tengah 319 156 

20 Jambi 175 205 

21 Kalimantan Selatan 165 126 

22 Sulawesi Utara 250 60 

23 Bengkulu 138 120 

24 Kalimantan Timur 101 35 

25 Sulawesi Barat 87 26 

26 Sulawesi Tenggara 81 21 

27 Maluku Utara 54 5 

28 Maluku 42 5 

29 Kalimantan Tengah 13 7 

30 Bangka Belitung 8 8 

31 Papua 2 3 

32 Papua Barat 2 1 

33 Gorontalo 2 3 

 TOTAL 120.965 97.349 

Sumber: PUSLITFO BNP2TKI (www.bnp2tki.go.id) 

Banyaknya jumlah TKI yang ingin bekerja di luar negeri merupakan 

gambaran betapa pentingnya suatu pekerjaan yang layak dan dibutuhkan bagi 

penduduk Indonesia. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengirim 

http://www.bnp2tki.go.id/
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BMI di Provinsi Jawa Barat mencapai 50.235 jiwa dan menempati posisi 

pertama dalam pengiriman BMI terbanyak dan Lampung menempati posisi 

kelima terbanyak dengan jumlah pengiriman BMI mencapai 13.673 jiwa, 

jumlah tersebut adalah jumlah BMI Pada periode 2015-2016 yang bekerja 

baik pada sektor formal maupun informal. 

Pengiriman atau penyelenggaraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar 

negeri atau biasa disebut  sebagai Buruh Migran Indonesia (BMI) merupakan 

penyelenggaraan pengiriman tenaga kerja yang telah dilakukan dan 

diselenggarakan sejak lama oleh negara Indonesia. Hal tersebut merupakan  

salah satu upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kesenjangan 

ekonomi yang ada didalam negeri. Pengiriman BMI ke luar negeri  

merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang cukup besar bagi 

perekonomian Indonesia. Besarnya devisa yang didapatkan dari pengiriman 

BMI ke luar negeri tersebut ternyata tidak sesuai dengan proses  pengelolaan 

dan penyelenggaraan pengirimian BMI, mengingat masih banyaknya 

masalah-masalah yang dialami oleh buruh migran mulai dari proses 

penempatan, pekerjaan, pemenuhan hak atas tenaga kerja serta sampai pada 

saat sekembalinya buruh migran dari luar negeri ke Indonesia. 

 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di 

Luar Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi 

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu 

tertentu dengan menerima upah. Berdasarkan proses keberangkatannya, TKI 
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terbagi menjadi 2 yaitu TKI Prosedural dan Non-Prosedural. TKI Prosedural 

adalah WNI yang bekerja ke luar negeri melalui prosedural penempatan TKI 

yang benar sesuai dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku. Sebaliknya, 

TKI Non Prosedural adalah WNI yang bekerja ke luar negeri melalui 

prosedur penempatan TKI yang tidak benar atau menyimpang dari prosedur, 

seperti memalsukan dokumen dan memanipulasi data dari Calon TKI (CTKI) 

dan/ atau mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan TKI yang telah 

diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.  

 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang 

dimaksud TKI Bermasalah (yang selanjutnya disebut TKIB) adalah setiap 

TKI yang sedang menghadapi masalah, baik permasalahan ketenagakerjaan 

maupun Non-ketenagakerjaan. Pemulangan TKIB atau biasa disebut dengan 

deportasi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 2 

Ayat 2 tentang Koordinasi Pemulangan TKI yang menyatakan bahwa situasi 

khusus meliputi: a) terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang; b) 

pendeportsian besar-besaran dan c) negara penempatan tidak lagi menjamin 

keselamatan TKI.  

Sumber yang sama menjelaskan bahwa masalah BMI lainnya adalah masalah 

BMI yang harus dideportasi atau dipulangkan ke negara asal akibat adanya 

pelanggaran yang dilakukan, seperti: a) masalah dokumen keimigrasian 

seperti penyalahgunaan visa pelancong menjadi visa kerja, dan visa kerja 

habis masa kerja tetapi tetap tinggal; b) melakukan tindak pidana seperti 



7 
 

 
 

 

melakukan kejahatan kriminalitas, pencurian, perampokan, pembunuhan dan 

lain-lain. Hal ini termasuk ke dalam golongan TKI Bermasalah atau biasa 

disebut TKI ilegal. 

Kategori BMI bermasalah lainnya juga dijelaskan pada lampiran Undang-

Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dimaksud TKI 

Bermasalah yang harus dideportasi lainya adalah disebabkan oleh 

tertangkapnya mereka dengan pihak imigrasi dan kepolisian negara 

penempatan, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran  ketentuan imigrasi 

yang berlaku dinegara penempatan. Para imigran gelap tersebut ialah orang 

yang datang ke luar negeri sebagai wisatawan atau pengunjung yang 

mempunyai niat hanya untuk jalan-jalan dan berwisata ke luar negeri tetapi 

ketika disana mereka melihat peluang untuk bekerja sehingga mereka 

memilih bekerja secara sembunyi-sembunyi tanpa memiliki izin. Serta, ada 

pula yang pada awalnya berstatus sebagai TKI legal namun kemudian 

menjadi TKI ilegal, yaitu bekerja melalui prosedur dan sesuai dengan 

perjanjian kerja namun pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan harapan, sehingga TKI tersebut memilih kabur 

dan pindah dari majikan atau tempat penempatan pekerjaan awal mereka dan 

mencari pekerjaan lain tanpa dokumen. 

Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

yang selanjutnya disebut (BNP2TKI) periode Januari hingga Mei 2015-2016 

melalui layanan pengaduan TKI di Crisis Center menerima dan 



8 
 

 
 

 

mengklasifikasikan total pemulangan atau kedatangan TKI melalui titik 

deberkasi di sejumlah Bandar Udara Indonesia mulai dari periode Januari 

hingga Mei  2015-2016 sebagaimana terdapat pada tabel berikut:  

Tabel 1.2 Rekap Data Kedatangan TKI Tahun 2016 (Januari-Mei) 

NO 
DEBARKASI 

2015 Januari-Mei 
2016 Januari-

Mei 

   
Total  Kepulangan 

Total  

Kepulangan 

1 Bandara Adi Sucipto 3141 4,303 

2 Bandara Juanda Surabaya 19,257 15,608 

3 Tanjung Pinang (Deportasi) 4,982 3,711 

4 Entikong 1,473 1,437 

5 
Bandara Internasional 

Lombok Mataram 
5,306 1,922 

6 Bandara Adi Sumarno Solo 4,004 2,117 

7 Ahmad Yani Semarang 10,111 2,338 

8 
Sultan Mahmud Badarudin Ii 

Palembang 
234 72 

9 
Husein Sastra Negara 

Bandung 
108 128 

10 Kualanamau Medan 240 77 

11 
Cammon Use Lounge T2 

Bandara Soekarno hatta 
1.717 2,703 

TOTAL 50,572 34,416 

Sumber: PUSLITFO BNP2TKI (www.bnp2tki.go.id) 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa besarnya TKI yang pulang ke 

Indonesia pada setiap titik deberkasi  memiliki jumlah yang cukup tinggi. 

Walaupun pada tahun berikutnya terdapat penurunan angka dikarenakan 

Peraturan Mentri Transmigrasi No 16 yaitu TKI dapat pulang secara mandiri 

sehingga dalam hal ini tidak semua TKI yang telah kembali dapat terdata 

http://www.bnp2tki.go.id/
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dalam titik diberkasi. Dalam data tersebut menunjukan kepulangan TKI ke 

Indonesia yang disebabkan  kerena adanya TKI yang mengalami masalah 

ataupun TKI yang pulang karena telah habis kontrak dan masa kerjanya. 

Pelaksanaan program pemerintah dalam rangka membenahi tata kelola 

penyelenggaraan TKI, Program “Indonesia Memanggil” kepada 1,8 juta 

orang TKIB/ WNIO dari luar negeri secara bertahap menjadi salah satu 

realisasi agenda dalam  Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang berkaitan 

dengan perlindungan hak dan keselamatan TKI di luar negeri yang 

menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi hak dan keselamatan Warga 

Negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran (yang dalam hal 

ini disebut TKI). Serta termasuk dalam pemberdayaan TKI Purna, TKIB/ 

WNIO termasuk keluarganya agar dapat mengelola dan memanfaatkan hasil 

bekerja dari luar negeri untuk hal-hal produktif. 

Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah pengiriman BMI yang 

cukup tinggi, sebagaimana yang ditunjukan pada tabel 1 bahwa provinsi 

Lampung menduduki peringkat ke-5 nasional. Hal ini tidak mengherankan 

jika kompleksitas permasalahan pengiriman BMI mulai dari pra-penempatan 

hingga kepulangan menjadi salah satu catatan penting dalam penyelenggaraan 

BMI. Sebagai salah satu daerah yang termasuk dalam jumlah pengirim tenaga 

buruh migran tertinggi di Indonesia pengelolaan serta pemberdayaan terhadap 

buruh migran seharusnya menjadi hal yang harus diperhatikan lagi oleh 

pemerintah, apalagi dalam pemberdayaan purna BMI baik yang mengalami 

masalah  ataupun  BMI yang pulang karena telah habis masa kontraknya, 
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mengingat banyaknya buruh migran di Lampung yang tidak memiliki 

pekerjaan pasca sepulangnya ke daearah asal. 

 

Hal tersebut selaras dengan penjelasan yang di paparkan oleh  Ristyana dan 

Hamidah dalam Meiliyana dkk (2016:2), bahwa ancaman penganggur muda 

bukan hanya pencari kerja yang baru menyelesaikan sekolah atau kuliah, 

namun juga para Eks BMI dari luar negeri. Perhatian khusus pemerintah 

terhadap purna BMI ini menjadi penting, sebab purna BMI rata-rata berada 

dalam rentan usia produktif dan ketika sekembalinya ketanah air justru 

menambah daftar jumlah pengangguran yang ada. 

 

Kondisi tersebut sebagaimana yang dialami oleh ibu Taslim dan beberapa 

keluarganya yang juga dulunya ikut bekerja sebagai BMI luar negeri, ibu 

Taslim adalah salah satu Purna BMI yang sudah hampir lima tahun bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia namun pada saat sekembalinya 

beliau ke Indonesia tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak memiliki 

modal untuk membuka usaha, karena sebelumnya uang yang ia dapatkan dari 

hasil bekerja di luar negeri telah habis untuk membayar hutang dan membeli 

kebutuhan keluarganya. Penyebab hal tersebut dikarenakan minimnya 

kemampuan dalam pengelolaan uang hasil kerja mereka di luar negeri serta 

ketidakmampuan  mereka untuk bersaing dalam pekerjaan lainnya. (Sumber: 

Hasil wawancara dengan  Yunita Rohani sebagai Ketua SBMI DPW 

Lampung, pada tanggal 1 Desember  2016). 
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Serikat Buruh Migran Indonesia (selanjutnya disebut SBMI) merupakan salah 

satu contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ Civil Society) yang 

bergerak dalam hal memperjuangkan hak buruh migran (dalam hal ini ialah 

TKI) dan anggota keluarganya,  dengan visi terwujudnya harkat, martabat dan 

kesejahteraan yang berkeadilan gender bagi BMI dan keluarganya, termasuk 

dalam hal ini meningkatkan kapasitas individual, organisasi dan  memperkuat 

posisi tawar serta membangun ekonomi alternatif produktif bagi BMI, 

termasuk dalam hal ini adalah calon buruh migran, buruh migran yang sedang 

bekerja di luar negeri ataupun mantan buruh migran beserta anggota 

keluarganya, SBMI juga memiliki tujuan dan perananan untuk melakukan 

pendidikan dan pemberdayaan buruh migran guna mencerdaskan buruh 

migran dan mendayagunakan kemampuan buruh migran agar mencapai 

kesejahteraan  dan kondisi yang layak. (Sumber: Hasil wawancara  Kepada 

Yunita Rohani sebagai Ketua SBMI DPW Lampung, pada tanggal 1 

Desember  2016). 

Keberadaan SBMI merupakan wujud dari kepedulian dan kontribusi dari 

kondisi buruk serta banyaknya permasalahan yang dialami oleh para TKI atas 

keterbatasan pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh para TKI serta 

minimnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI. Oleh 

karenanya sebagai LSM, SBMI ikut andil, serta membantu pemerintah dalam 

upaya mencapai kesejahteraan TKI dengan kondisi kerja yang layak sesuai 

dengan harkat dan martabat manusia dalam suatu sistem ketatanegaraan yang 
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demokratis berkepastian hukum, terjamin hak–hak asasi manusia yang 

berkeadilan sosial dan anti diskriminasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik 

untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: “Partisipasi Civil Society 

dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung 

(Studi pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah partisipasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

Lampung dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal 

Lampung? 

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh SBMI dalam upaya 

pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk  menganalisis seberapa besar partisipasi Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Lampung, dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh Migran 

asal Lampung. 
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2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yang di hadapi oleh 

SBMI dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh Migran  Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :  

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan  

wawasan tentang kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya dibidang 

partisipasi yang merupakan salah satu prinsip dari good governance. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain 

khususnya yang berkaitan dengan prtisipasi civil society  dalam konsep 

good governance serta mampu menjadi informasi dan rekomendasi bagi 

lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah yang 

terkait dalam pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia di Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Good Governance 

 

1. Pengertian Good Governance 

Istilah “governance’‟ menurut Mulyadi (2015:129), dijelaskan bahwa 

governance sebelumnya telah lama dikenal dalam literatur administrasi dan 

politik sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira  

125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam 

konteks organisasi koorporat dan lembaga pendidikan tinggi saja, 

kepemerintahan atau dalam bahasa inggris disebut governance dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan-kegiatan, tindakan atau aktivitas dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman 1993 dalam Mulyadi 

(2015:130), bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi 

sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas 

kepentingan-kepentingan tersebut. 

 

Perkembangan konsep pemerintahan terus mengalami perubahan dan 

penyempurnaan, salah satunya adalah dengan adanya konsep “good 

governance” dengan mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar utama yaitu 

pemerintah, koorporasi dan masyarakat, untuk lebih jelasnya pengertian dan 
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penjelasaan mengenai konsep good governance dapat dilihat dari beberapa 

pendapat ahli sebagai berikut: 

 

a. Menurut  Mas‟oed dalam Dwiyanto (2003:150-151), good governance  

adalah prinsip dalam mengatur pemerintahan  yang memungkinkan 

layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dana 

administrasinya bertanggungjawab pada publik. Good governance juga 

berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat 

banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang perorang atau kelompok 

tertentu. 

 

b. Charlick dalam Lalolo (2003:4), mengartikan good governance sebagai 

pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan 

peraturan dan/ atau kebijakan  yang sah demi untuk mempromosikan nilai-

nilai kemasyarakatan. 

 

c. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2009:276) 

menyimpulkan bahwa wujud good governance sebagai penyelenggara 

pemerintah negara yang solid  dan  bertanggungjawab,  serta   efektif   dan  

efisien   dengan  menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara 

domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. 

 

Melihat pada beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian good governace merupakan konsep tata pemerintahan yang baik 

dalam penyelenggaraan penggunaan kekuasaan untuk mengelola sumberdaya 

secara efektif dan efisien demi pembangunan masyarakat yang solid dan 
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bertanggungjawab melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah dan 

yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata 

pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini adalah keterlibatan pemerintah, 

swasta dan masyarakat. 

 

2. Prinsip-Prinsip Good Governance 

 

Menurut Hardjasoemantri dalam Mulyadi (2015:133), prinsip good 

gavernance meliputi beberapa hal yaitu: 

a. Partisipasi Masyarakat 

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga 

perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi 

menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan 

mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara 

konstruktif. 

b. Tegaknya Supremasi Hukum  

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, 

trmasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 

c. Transparansi 

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses 

pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi yang tersedia harus 

memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. 
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d. Peduli pada Stakeholder 

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha 

melayani semua pihak yang berkepentingan. 

e. Berorientasi pada Konsensus 

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan 

yang berbeda demi terbangunnya suatu consesnsus menyeluruh dalam hal 

apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, 

konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. 

f. Kesetaraan 

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau 

mempertahankan kesejahteraan mereka. 

g. Efektifitas dan Efisiensi 

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil 

sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-

sumber daya yang ada seoptimal mungkin. 

h. Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi 

masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada 

lembaga-lembaga yang berkepentingan. 

i. Visi Strategis 

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh 

kedepan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, 

serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan 

perkembangan tersebut. Selain itu dalam penerapannya mereka juga harus 



18 
 

 
 

 

memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial 

yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 

 

Selain dari pendapat tersebut „‟World Bank’’  dalam Lalolo (2003:6), juga 

menyebutkan  prinsip-prinsip  yang mendasari konsep good governance 

yaitu: 

a. Partisipatoris dan masyarakat sipil yang kuat 

b. Terbuka 

c. Pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi 

d. Eksekutif yang bertanggungjawab 

e. Birokrasi yang profesional dan taat aturan hukum. 

 

B. Tinjauan Tentang Partisipasi 

 

1. Pengertian Partisipasi 

 

Partisipasi merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar yang ada dalam good 

governance yang menjelaskan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat 

dalam suatu proses pemerintahan yang baik, pada dasarnya terdapat banyak 

batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi. Setiap 

definisi yang dikemukakan para ahli memiliki penekanan dan penjelasan yang 

berbeda-beda. Berikut ini adalah pengertian partisipasi menurut para ahli: 

a. Theodorson dan Raharjo dalam Mardikanto (2013:81), mendefinisikan 

bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok 

sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, di luar kerjaan 
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atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakuakan sebagai akibat 

dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan 

anggota masyarakat yang lain.  

b. Menurut Bornby dalam Theresia (2015:196), partisipasi adalah sebuah 

tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk 

mengambil mengambil bagian-bagian tersebut dengan maksud 

memperoleh manfaat. 

c. Verhangen dalam Mardikanto (2013:81), menyatakan bahwa partisipasi 

merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang 

berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan yang dikemukakan oleh para 

ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah suatu keterlibatan 

mental dan emosional. Bisa dijelaskan sebagai bentuk demokrasi dimana 

individu atau kelompok (masyarakat) ikut serta dalam perencanaan dan dalam 

pelaksanaan serta juga memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat 

kematangan dan kewajibannya dalam mencapai tujuan. 

2. Prinsip-Prinsip Partisipasi 

 

 

Selain dari pada definisi dan penjelasan diatas, didalam partisipasi juga 

terdapat beberapa prinsip-prinsip yang mendasari jalannya proses partisipasi 

dalam masyarakat, adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang 

disusun oleh Depart mentfor International Development (DFID) dalam 



20 
 

 
 

 

Sumampouw (2004:106-107), adalah: 

a .  Cakupan 

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena  

dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek 

pembangunan. 

b .  Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) 

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan 

dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa  

tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa 

memperhitungkan  jenjang dan struktur masing-masing pihak. 

c. Transparansi 

Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan 

iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan 

dialog. 

d .  Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power/ Equal Powership) 

Berbagai pihak yang  terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi 

kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. 

e. Kesetaraan Tanggungjawab (Sharing Responsibility) 

Berbagai pihak mempunyai tanggungjawab yang jelas dalam setiap 

proses karena adanya kesetaraan kewenangan (Sharing Power) dan 

keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-

langkah selanjutnya. 

f. Pemberdayaan (Empowerment) 

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan 
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kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan 

aktif dalam setiap proses kegiatan,terjadi suatu proses saling belajar 

dan saling memberdayakan satu sama lain. 

g. Kerjasama 

Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk 

saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang 

ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya 

manusia. 

3.    Macam-macam Partisipasi dalam Masyarakat 

Menurut Cohen dan Uphoff  dalam Astuti D. (2011:61), membedakan 

partisipasi menjadi empat jenis dalam tahap pelaksanaanya yaitu: 

a.  Pengambilan Keputusan 

Tahapan ini diartikan sebagai penentuan alternatif dengan masyarakat 

untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut 

kepentingan bersama. 

b.  Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan penggerakan sumber daya dan dana dalam 

pelaksanaan dan sekaligus penentu keberhasilan program yang 

dilaksanakan. 

c.  Pengambilan Manfaat 

Partisipasi ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil 

pelaksanaan program yang bisa dicapai. 

d. Evaluasi 

Evaluasi adalah partisipasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
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program secara menyeluruh dan bertujuan mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program berjalan. 

 

4.    Tingkatan Partisipasi 

 

Partisipasi juga dapat dilihat dan diukur dari tingkatan-tingkatan atau 

tahapan partisipasinya seperti yang  dijelaskan dan dipaparkan oleh Wilcox 

dalam Mardikonto (2013:86), mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan 

partisipasi, yaitu:  

a. Memberikan Informasi (information) 

b. Konsultasi (consultation): yaitu menawarkan pendapat, sebagai 

pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak 

terlibat dalam implementasi ide atau gagasan tersebut. 

c. Pengambilan keputusan bersama (deciding together): dalam arti 

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, 

mengembangkan peluang untuk mengambil keputusan. 

d. Bertindak bersama (acting together): dalam arti tidak sekedar ikut 

dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dalam menjalin 

kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan. 

e. Memberikan dukungan (supporting independent): dimana kelompok-

kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain 

untuk mengembangkan agenda kegiatan. 
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5.    Bentuk-Bentuk Partisipasi 

Selain tingkatan dalam partisipasi terdapat pula Bentuk-bentuk dalam 

partisipasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Effendi dalam  Astuti D. 

(2011:58), bahwa terdapat dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi vertikal 

dan partisipasi horizontal, penjelasan diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Partisipasi Vertikal  

Partisipasi vertikal adalah bentuk kondisi tertentu vertikal di masyarakat 

yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam program pihak 

lain yang terlibat didalamnya, sehubungan dengan yang masyarakat ada 

sebagai posisi bawahan. 

b. Partisipasi Horizontal 

Partisipasi horizontal merupakan bentuk partisipasi yang 

menggambarkan di mana orang tidak mungkin memiliki inisiatif di 

mana setiap kelompok anggota masyarakat berpartisipasi secara 

horizontal antara satu sama lain, baik dalam melakukan bisnis bersama-

sama, dan melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi 

sendiri, tentu saja partisipasi merupakan awal dari komunitas yang 

berkembang yang mampu berjalan secara mandiri. 

Sedangkan Menurut Basrowi dalam Astuti D. (2011:58), partisipasi dilihat 

dari bentuknya dapat dibedakan dan dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Partisipasi secara Non Fisik  

Partisipasi non fisik diartikan sebagai partisipasi atau keikutsertaan 

masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan, serta animo masyarakat. 

http://www.jelajahinternet.com/2015/11/101-pengertian-komunitas-menurut-para.html
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Secara konsep partisipasi non fisik dilakukan secara tidak tampak seperti  

ide, gagasan, pendapat atau buah pikir.  

2. Partisipasi secara Fisik. 

Bentuk partisipasi secara fisik merupakan bentuk partisipasi masyarakat 

dalam bentuk menyelenggarakan  usaha-usaha seperti membangun dan 

mendirikan gedung atau fasilitas untuk masyarakat, seperti gedung 

sekolah penyediaan buku dan usaha beasiswa. Berdasarkan penjelasanya 

partisipasi fisik merupakan partisipasi yang dilakukan secara nyata dan 

dapat dilihat atau dirasakan, baik berupa tenaga, keterampilan, uang, 

harta benda dan lain sebagainya.  

 

C.  Tinjauan Tentang Civil Society 

1.  Pengertian Civil Society 

Dalam pengertiaanya Civil Society memiliki definisi dan penekanan yang 

bermacam-macam sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat para ahli 

sebagai berikut: 

a. Sumarto (2009:15) mengatakan bahwa civil society adalah ruang tempat 

kelompok-kelompok sosial meliputi Organisasi Non-Pemerintah/ 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi masyarakat, media, 

institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain-lain 

yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari 

pemerintah maupun sektor swasta.  
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b. Menurut Hikam dalam Hadiwijoyo (2012:25), menjelaskan bahwa civil 

society dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang 

terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (voluntary), 

keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-suporting), 

kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterakaitan dengan 

norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.  

c. Lalu berdasarkan pedapat Sukidi dalam Hadiwijoyo (2012:75), yang 

dimaksud civil society adalah suatu kondisi masyarakat madani (civil 

society) pada kelompok ini lebih menekankan pada kondisi masyarakat 

yang beradab dan bukan merupakan alat perjuangan untuk 

mengembangkan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan kata lain 

menurut Suwono dalam Hadiwijoyo (2012:75), menjelaskan bahwa 

masyarakat madani merupakan masyarakat yang beradab (civilzed society) 

yang lebih menganut aturan-aturan berkaitan dengan sistem hukum 

daripada aturan yang bersifat otoriter yang menindas. Dengan demikian, 

civil society dianggap sebagai suatu gerakan rakyat untuk membebaskan 

diri dari hagemoni Negara.  

Sementara itu dalam penjelasannya Rosyada (2003:240-241) menyebutkan 

beberapa pengertian masyarakat madani (civil society) menurut para ahli, 

diantaranya: 

a. Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat 

madani (civil society) adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan 

kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan 

perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya 
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usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan 

pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan 

individu menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau 

transparency system. 

b. Muhammad AS. Hikam, mengatakan bahwa  civil society adalah 

wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan 

antara lain kesukarelaan keswasembadaan dan keterlibatan kemandirian 

tinggi dengan negara serta keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-

nilai hukum yang diikuti oleh warganya. 

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh para ahli diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa civil society (masyarakat madani) adalah masyarakat 

yang beradab (civilzed society) yang lebih menganut aturan-aturan berkaitan 

dengan sistem hukum dari pada aturan yang bersifat otoriter yang menindas. 

Serta menunjang dan mendorong daya usaha serta inisiatif individu dan 

kelompoknya baik dari segi pengembangan pemikiran, seni, pelaksanaan 

pemerintahan dan peningkatan pemenuhan hak serta kebutuhan dan 

kesetaraan hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini salah satu bentuk dan 

contoh yang peneliti ambil dari masyarakat madani (civil society) yang ada 

dalam masyarakat adalah (SBMI) Serikat Buruh Migran Indonesia yaitu 

merupakan wadah atau organisasi masyarakat yang berdaya serta menaungi 

untuk memenuhi hak serta kebutuhan sebagai kelompok masyarakat yang 

menjadi dari bagian kelompok masyarakat dari buruh migran yang sedang 
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bekerja di luar negeri  atau yang telah usai bekerja di luar negeri maupun 

anggota keluarganya yang berada dinegara asalnya dalam hal ini Indonesia.  

2.   Ciri-ciri masyarakat madani (civil society)  

Menurut Diamond dalam Hadiwijoyo (2012:81), menyebutkan beberapa ciri-

ciri masyarakat madani atau sipil yang dibedakan dengan masyarakat politik, 

yaitu: 

a. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan public 

bukannya tujuan privat. 

b. Masyarakat sipil dalam beberapa hal berhubungan dengan negara tetapi 

tidak berusaha merebut kekuasaan atas negara atau mendapat posisi 

dalam negara dan berusaha tidak mengendalikan politik secara 

menyeluruh.  

c. Masyarakat sipil mencakup pluralisme dan keberagaman. Artinya 

organisasi yang sektarian dan memonopoli ruang fungsional atau politik 

dalam masyarakat bertentangan dengan semangat pluralistik.  

d. Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan 

pribadi atau komunitas. Namun, kelompok-kelompok yang berbeda akan 

menampilkan atau mencakup kepentingan berbeda-beda pula.  

 

3. Tujuan Civil Society 

a. Kemandirian individu  

Kemandirian individu sebagai warga negara yang dimaksutkan adalah 

individu individu yang bisa mengerti akan pentingnya peranan mereka 

dalam membatu perkembangan bangsa Indonesia  Hal kemandirian ini 
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dapat di implementasikan kepada masyarakat yang taat dan patuh akan 

hukum serta dapat menyampaikan pendapat pendapatnya secara baik dan 

terarah untuk membantu pertimbangan kebijakan publik yang akan di 

bentuk ataupun yang perlu di revisi uantuk kepentingan masyarakat luas. 

b. Jaminan Hak Asasi Manusia 

Sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang Undang Dasar Negara 

Rebublik Indonesia bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan 

jaminan Hak Asasi Manusia tersebut, hal ini ditujukan agar warga 

Negara dapat dengan tenang melakukan segala aktivitasnya dan pastinya 

tidak mengganggu kepentingan orang lain. 

c. Kebebasan bicara dan menyatakan pendapat 

civil society yang memiliki tujuan untuk menjadi masyarakat yang patuh 

akan hukum dan juga memiliki prinsip demokrasi dan juga dapat 

mempengaruhi kebijakan umum hal tersebut diperlukan dengan adanya 

keberanian mengungkapkan pendapat, wadah wadah yang dapat 

menampung aspirasi atau pendapat masyarakat contonya seperti lembaga 

ataupun lembaga lembaga kemasyarakatan. 

d. Keadilan yang Merata 

Keadilan merata bagi seluruh warga Negara baik dalam bidang hukum 

maupun pelayanan masyarkat lainnya. 

e. Pembagian Sumber Daya Ekonomi 

Pembagian sumber daya ekonomi yang merata sehingga masyarakat 

dapat hidup lebih mandiri dan tidak selalu tergantung kepada pemerintah 

saja dan menunggu bantuan bantuan yang di berikan oleh pemerintah. 
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4.    Fungsi Civil Society 

Dalam hakekatnya fungsi dan tujuan dengan adanya civil society adalah demi 

kesejahteraan dan pendukung bagi pembangunan terhadap masyarakat. Hal 

tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadiwijoyo (2012:83), yang 

mengatakan bahwa civil society mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :  

a. Civil society mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan 

memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara 

sebagai pelayan publik. 

b. Civil society melakukan aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara 

dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat 

luas. 

c. Civil society sebagai kekuatan tandingan Negara. 

5.    Jenis-Jenis Civil society/ LSM 

 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan Civil society atau yang biasa dikenal juga 

sebagai LSM yang ada di Indonesia, pemerintah melalui Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990  tentang Pembinaan LSM 

menggolongkan jenis-jenis LSM secara umum antara lain sebagai berikut: 

 

a. Organisasi Donor 

Organisasi donor adalah organisasi non pemerintah yang memberikan 

dukungan biaya bagi kegiatan organisasi non-pemerintah lain. 
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b. Organisasi Mitra 

Organisasi mitra adalah organisasi non pemerintah yang melakukan 

kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan 

kegiatannya. 

c. Organisasi Profesional 

Organisasi profesional adalah organisasi non pemerintah yang melakukan 

kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti organisasi 

non-pemerintah yang berfokus pada pendidikan, bantuan hukum, 

jurnalisme, pembangunan ekonomi, bantuan sosial dan lain sebagainya. 

d. Organisasi Oposisi 

Organisasi oposisi adalah organisasi non pemerintah yang melakukan 

kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan 

pemerintah. Organisasi jenis ini bertindak melakukan kritik dan 

pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.  

Berdasarkan beberapa pembagian kelompok organisasi kemasyarakatan 

diatas, maka organisasi SBMI termasuk kedalam organisasi non-pemerintah 

profesional. yang merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada 

satu bidang untuk memenuhi hak-hak buruh migran indonesia dan termasuk 

dalam pemberdayaanya.  

D.   Tinjauan Tentang Buruh Migran Indonesia (BMI) 

Berdasarkan UU No.39  Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan BMI atau sering disebut juga dengan TKI 
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merupakan setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat untuk 

bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu 

dengan menerima upah/ gaji. Mengacu pada pengertian tersebut secara 

singkat BMI atau TKI dapat diartikan sebagai perpindahan orang yang 

sedang bermigrasi dari suatu negara kenegara lain dengan tujuan bekerja dan 

mendapatkan upah atau gaji dalam jangka waktu tertentu.  

 

Berdasarkan proses keberangkatannya buruh migran terbagi menjadi 2 yaitu 

Prosedural dan Non-Prosedural. TKI Prosedural adalah WNI yang bekerja ke 

luar negeri melalui prosedural penempatan TKI yang benar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang  berlaku. Sebaliknya, TKI Non 

Prosedural adalah WNI yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur 

penempatan TKI yang tidak benar atau menyimpang dari prosedur yang 

ditetapkan. 

 

Dalam hal ini buruh migran sebagai tenaga kerja yang sedang bekerja diluar 

negeri tentu memiliki kewajiban, hak dan peran dengan negara asal salah 

satunya adalah dengan keberadaan buruh migran yang sedang bekerja diluar 

negeri menjadi salah satu penyumbang pemasukan devisa negara yang cukup 

besar, oleh karenanya keberadaan buruh migran di luar negeri seharusnya 

menjadi perhatian yang tidak dikesampingkan oleh pemerintah, dalam hal ini 

banyak permasalahan-permasalah yang dialami oleh buruh migran termasuk 

salah satunya adalah jaminan kesejahteraan sampai selesai dan  

sekembalinya buruh migran kenegara asalnya yang selanjutnya disebut eks 

buruh migran. 
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E.   Tinjauan Tentang Pemberdayaan 

1.    Pengertian Pemberdayaan 

a. Menurut Robbins, Chatterjee dan Canda dalam Theresia (2015:115), 

secara singkat mengartikan definisi pemberdayaan adalah sebagai: 

Empowerment-“prcess by which individuals and groups gain 

power,acces to resources and control over their own lives. In doing so, 

they gain the ability to achieve their highest personal and collective 

aspirations and goals”. Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan 

sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan 

(strengthening) kepada masyarakat. 

b. Sumodiningrat dalam Theresia (2015:155), mengatakan bahwa 

pemberdayaan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan 

masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. 

c. Theresia (2015:117), mengartikan pemberdayaan sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan 

masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan 

pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-

keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang 

terkait dengan pekerjaan, aktivitas sosial. 

d. World Bank dalam Theresia (2015:117), mengartikan pemberdayaan 

sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada 

kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau 
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menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan 

dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, 

tindakan, dll.) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa 

pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap 

kemandirian individu ataupun kelompok untuk peningkatan kualitas dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

2.   Tujuan Pemberdayaan 

 

Menurut Theresia (2015:153-154), memaparkan tujuan pemberdayaan 

meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Perbaikan Kelembagaan (better institution) 

Perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan 

memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-

usaha. 

b. Perbaikan Usaha (better business) 

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, 

kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki 

bisnis dan usaha yang dilakukan. 

c. Perbaikan Pendapatan (better income) 

Dengan terjadinnya perbaikan bisnis dan usaha yang dilakukan, 

diharapkan akan dpmampu memperbaiki pendapatan dan pemasukan 

yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. 
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d. Perbaikan Lingkungan (better environment) 

Perbaikan pendapatan diharapkan  mampu memperbaiki lingkungan 

(fisik dan sosial) kerena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan 

oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. 

e. Perbaikan Kehidupan (better living) 

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan 

dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 

f. Perbaikan Masyarakat (better community) 

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan 

(fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan 

masyarakat yang lebih baik pula. 

 

3.    Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

 

Lingkup kegiatan dalam pemberdayaan meliputi beberapa proses dalam 

bentuk kegiatan produktif untuk pengembangan kapasitas, sebagaimana yang 

di rumuskan  oleh Mardikanto dalam Theresia (2015:154-159), yaitu:  

a. pengembangan kapasitas manusia 

Pengembangan kapasitas manusia, merupakan upaya yang pertama dan 

utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan 

masyarakat. 

b. kapasitas usaha 

Pengembangan kapasitas usaha menjadi salah satu upaya penting dalam 

setiap pemberdayaan, sebab pengembangan kapasitas manusia yang tanpa 

memberikan perbaikan tidak akan memperoleh manfaat. Oleh sebab itu 
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pengembangan kapasitas usaha menjadi penting. kapasitas lingkungan 

Pengembangan kapasitas lingkungan menjadi penting demi pembangunan 

berkelanjutan termasuk dalam hal ini tanggungjawab atas lingkungan 

sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan hidup  

c. kapasitas kelembagaan 

Kelembagaan merupakan suatu perangkat umum yang ditaati oleh 

anggota suatu komunitas (masyarakat) 

Penjelasan selanjutnya Suharto dalam Mardikanto (2015:170), 

mengemukakan adanya 5 aspek penting yang dilakukan dalam pemberdayaan 

masyarakat yaitu: 

a. Motivasi 

Mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisisir dan 

melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kelompok ini 

kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan 

pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan 

mereka sendiri. 

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan 

dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. Sedangkan 

keterampilan vokasional bisa dikembangkan melaui cara-cara partisipatif 

c. Manajemen diri 

Setiap kelompok-kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin 

mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti 

melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan 
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pelaporan, mengoprasikan tabungan kredit. Pada tahap awal 

pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam mengembangkan 

sebuah sistem dan kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk 

melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. 

d. Mobilisasi sumberdaya 

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan 

metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan 

reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. 

Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya 

sendiri yang jika dihimpun dapat meningkatkan kehidupan sosial 

ekonomi secara subtansial. 

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring 

Pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan 

peningkatan kemampuan para anggotanya untuk membangun dan 

mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. 

Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan 

berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan 

keberdayaan masyarakat. 

 

Dari teori ruang lingkup kegiatan dan proses pemberdayaan tersebut peneliti 

memutuskan untuk mengukur pemberdayaan yang dilakukan SBMI dengan 

tiori yang dikemukakan oleh Suharto yang melihat dari proses pemberian 

motivasi, peningkatan kesadaran dan kemampuan, manajemen diri, 

mobilisasi sumberdaya, dan pembangunan serta pengembangan jejaring.  
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F.   Tinjauan Tentang Kajian Penelitian Sebelumnya   

 

Tinjauan penelitian sebelumnya adalah hal yang penting untuk dilakukan 

oleh seorang peneliti oleh karenanya dalam melakukan penelitian yang 

berjudul “Partisipasi Civil Society” Dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh 

Migran Indonesia Asal lampung (Studi Pada Serikat Buruh Migran 

Indonesia Lampung), maka pentingnya peneliti untuk melihat dan 

membandingkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini 

dengan harapan dalam melihat penelitian yang terkait peneliti dapat mampu 

melihat dan memandang dari berbagai sisi dan sudut pandang yang lebih 

luas. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk mengambil tiga penelitian 

yang terkait dalam pemberdayaan Buruh Migran yaitu tentang : 

1.  Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) di Desa 

Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, 2015. 

2.  Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja 

Indonesia   Purna di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponogoro, 2016. 

3.  Praktek Pembedayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di BP3TKI 

(Balai  Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) 

Yogyakarta, 2016. 

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya yang peneliti jadikan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada matriks perbandingan 

penelitian sebagai berikut: 
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Tabel 3. Matriks Perbandiangan Penelitian 

  Penelitian 

Pertama 

Penelitian Kedua Penelitian 

Ketiga 

 

Penelitian 

Keempat 

Nama Arifiartiningsih 

2015 

Eva Ambarwati 

2016 

Assumpta H 

2016 

                  

Pindo Riski 

Saputra         

2017 

Judul Pemberdayaan 

Mantan Buruh 

Migran Perempuan  

(BMP) di Desa 

Lipursari, 

Kecamatan 

Leksono, 

Kabupaten 

Wonosobo 

Peranan 

Pemerintah Desa 

dalam 

Pemberdayaan 

Tenaga Kerja 

Indonesia Purna 

di Desa Karang 

Patihan 

Kecamatan 

Balong 

Kabupaten 

Ponogoro 

Praktek 

Pembedayaan 

Tenaga Kerja 

Indonesia Purna 

di BP3TKI 

(Balai 

Pelayanan 

Penempatan 

Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Indonesia) 

Yogyakarta 

               

Partisipasi Civil 

Society dalam 

Upaya 

Pemberdayaan 

Eks Buruh 

Migran 

Indonesia Asal 

Lampung (Studi 

pada Serikat 

Buruh Migran 

Indonesia 

Lampung) 

Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1. Untuk 

mengetahui 

bagaimana bentuk 

pemberdayaan 

mantan BMP 

melalui intervensi 

komunitas di Desa 

Lipusari, 

Kecamatan 

Leksono, 

Kabupaten 

Wonsobo. 

 

1.Ingin 

mengetahui dan 

menganalisis 

Peranan 

Pemerintah Desa 

dalam 

pemberdayaan  

Tenaga Kerja 

Indonesia Purna  

Di Desa 

Karangpatihan  

Kecamatan 

Balong 

Kabupaten 

Ponorogo. 

 

2. Ingin 

mengetahui 

bentuk 

pemberdayaan 

bagi  Tenaga 

Kerja Indonesia  

Purna di Desa 

Karangpatihan 

Kecamatan 

1. Memberikan 

dorongan 

semangat dan 

motivasi kepada 

TKI Purna 

Untuk aktif 

mengikuti 

pelatihan 

Bimtek dan 

meningkatkan 

kemampuan 

kewirausaahaan 

TKI Purna di 

Kabupaten 

Kulon Progo 

2. 

Meningkatkan 

Produktivitas 

Unit Usaha TKI 

Purna, 

utamanya dalam 

 

1. Untuk 

mengetahui 

seberapa besar 

partisipasi. 

Serikat Buruh 

Migran 

Indonesia 

(SBMI) 

Lampung, 

dalam  upaya 

pemberdayaan 

EKS Buruh 

Migran asal 

Lampung. 

 

 

2. Untuk 

mengetahui dan 

mendeskripsika

n faktor-faktor 

penghambat dan 

kendala yang di 

hadapi oleh 

SBMI dalam  
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Balong 

Kabupaten 

Ponorogo. 

 

3.Ingin 

mengetahui faktor 

pendorong dan 

penghambat 

Pemerintah Desa 

dalam 

pemberdayaan  

Tenaga Kerja 

Indonesia Purna  

di Desa  

Karangpatihan 

Kecamatan 

Balong 

Kabupaten 

Ponorogo. 

bidang 

pemasaran 

untuk kebutuhan 

hasil 

pemberdayaan 

yang optimal 

upaya 

pemberdayaan 

EKS Buruh 

Migran  

Lampung. 

 

Hasil 

Penelitian 

            

Pemberdayaan 

mantan BMP 

melalui intervensi 

komunitas 

memberikan 

implikasi positif 

aktif terhadap aktor 

di dalamnya. 

Pemberdayaan 

mantan BMP di 

Desa Lipursari 

dilakukan melalui 

tiga pendekatan, 

yaitu 

pengembangan 

masyarakat lokal, 

perencanaan sosial, 

dan aksi sosial. Dari 

ketiga pendekatan 

tersebut dapat 

diketahui bahwa 

pemberdayaan yang 

terjadi meliputi 

pemberdayaan 

ekonomi dan sosial 

yang melibatkan 

individu untuk 

individu, komunitas 

untuk individu, dan 

komunitas untuk 

kelompok. Pada 

proses 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa peran 

pemerintah desa 

dalam 

pemberdayaan 

Tenaga Kerja 

Indonesia Purna 

yaitu sebagai 

inovator, 

motivator,dan 

actuating. Bentuk 

kelompok usaha 

yang terdiri dari 

beberapa 

kelompok usaha 

seperti peternakan 

ikan, peternakan 

sapi dan 

peternakan 

kambing. Setelah 

terbentuk 

kelompok-

kelompok tersebut  

mereka dilatih an 

dibina sesuai 

kemampuan. 

Faktor yang 

mendorong 

pemerintah desa 

melakukan 

pemberdayaan ini 

Hasil pada 

penelitian ini 

menggambarkan 

proses 

pemberdayaan 

TKI Purna 

Kabupaten 

Kulon Progo 

yang dilakukan 

BP3TKI. 

Pemberdayaan 

tersebut 

dilakukan 

melalui 

pelatihan  

pengembangan 

usaha. Pada saat 

pasca 

pemberdayaan 

lalu seyogyanya 

dilakukan 

proses 

monitoring dan 

evaluasi. 

Namun yang 

terjadi dadalm 

prakteknya 

dilapangan 

adalah 

ditiadakannya 

proses tersebut 

sehingga hasil 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukan 

bahwa 

pentingnya 

keterlibatan 

Civil Society 

dalam 

pemberdayaan 

eks BMI, 

Partisipasi 

SBMI sebagai 

Civil Society 

dalam 

pemberdayaan 

tersebut 

dibeerikan 

dalam bentuk 

fisik dan non-

fisik, berupa 

ide gagasan 

dan 

perencanaan, 

ataupun 

pemberian 

dalam bentuk 

sarana 

prasarana 

penunjang 

serta modal 

usaha. Dan 

dalam hal ini 
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pemberdayaan, 

untuk mencapai 

tujuan dibutuhkan 

sinergi antara 

mantan BMP, 

komunitas/organisa

si, (MigrantCare, 

SARI, MUIWO,dan 

Istana Rumbia) 

serta pemerintah 

yang meliputi dinas 

terkait. 

adalah karena ada 

bentuk rasa 

kepdulan bersama  

dan ingin 

mengubah sifat 

konsumtif 

masyarakat serta 

membangtu 

meningkatkan 

taraf kehidupan 

ekonomi 

masyarakat dan 

keluarga. 

pelatihan yang 

diberikan 

kepada TKI 

Purna cendrung 

kurang 

maksimal. Pada 

dasarnya para 

TKI Purna 

membutuhkan 

perhatian 

khusus dari 

BP3TKI untuk 

membimbing 

mereka di dalam 

usaha mencapai 

keberdayaan. 

pemberdayaan 

yang 

dilakukan 

adalah dengan 

memberikan 

motivasi,pelati

han serta 

pengembangan 

kemampuan 

secara mandiri. 

 

 

 

    Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2017 

 

Tabel matriks perbandingan diatas menunjukan gambaran mengenai hasil 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian mengenai buruh migran 

Indonesia, pada beberapa penelitian tersebut menunjukan betapa pentignya 

pemberdayaan yang dilakukan terhadap buruh migran. Tetapi dari penelitian-

penelitian tersebut belum ada yang melihat dari sisi masyarakat itu sendiri 

dimana masyarakat yang berdaya juga memiliki power yang cukup besar dalam 

kesuksesan pemberdayaan buruh migran. Oleh karenanya peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang ,mengukur tentang partisipasi masyarakat 

sebagai  civil society, dalam judul “Partisipasi Civil Society dalam Upaya 

Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung” ( Studi Pada 

Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung ). 
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G.   Kerangka Pikir 

Peran dan kontribusi civil society yang termasuk dalam (LSM)/ Organisasi 

non-Pemerintahan dalam Good governance merupakan salah satu aktor yang 

mendorong dalam menunjang proses pembangunan yang bersifat partisipatif. 

Civil society yang dimaksud dalam good governance ialah sebagai kekuatan 

penyeimbang terhadap negara dan merupakan suatu bentuk kehidupan sosial 

yang terorganisasi dengan ciri kesukarelaan, kesuasembadaan. 

Penyelenggaraan good governance di Indonesia tidak serta merta menjadi 

problem solving dalam segala masalah sosial yang timbul pada 

penyelenggaraan pemerintahan.  Salah satu masalah yang masih menjadi 

agenda dalam pemerintah adalah masalah ketersediaan lapangan pekerjaan.  

 

Dengan kondisi tersebut maka banyak masyarakat Indonesia yang 

memutuskan  untuk bekerja di luar negeri, guna mencari pekerjaan yang lebih 

baik, dengan harapan bahwa keputusan untuk bekerja di luar negeri sebagai 

TKI dengan harapan dapat menjadi awal untuk memperbaiki taraf hidup 

perekonomianya. 

Menurut Ristyana dan Hamidah dalam Meiliyana dkk (2016), menjelaskan 

bahwa ancaman penganggur muda bukan hanya pencari kerja yang baru 

menyelesaikan sekolah atau kuliah, namun juga para Eks TKI dari luar 

negeri. Perhatian khusus pemerintah terhadap purna TKI ini menjadi penting, 

sebab purna TKI rata-rata berada dalam rentan usia produktif dan ketika 

sekembalinya ketanah air justru menimbulkan pengangguran baru. 
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Besarnya kompleksitas permasalahan tersebut pemerintah sebagai 

penyelenggara negara ikut bertanggungjawab guna mengatasi permasalahan 

tersebut, dalam rangka membenahi tata kelola penyelenggaraan TKI, Program 

“Indonesia Memanggil” kepada 1,8 juta orang TKIB/ WNIO dari luar negeri 

secara bertahap menjadi salah satu realisasi agenda dalam Nawa Cita 

Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan perlindungan hak dan 

keselamatan WNI di luar negeri khususnya TKI. Serta termasuk dalam 

pemberdayaan TKI Purna, TKIB/ WNIO dan keluarganya agar dapat 

mengelola hasil bekerja di luar negeri untuk hal-hal produktif. 

Keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah memiliki peran yang 

penting untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan dalam masalah ini SBMI 

merupakan aktor dari masyarakat yang ikut serta dalam upaya pemberdayaan 

eks buruh migran. Oleh karenanya peneliti menggunakan konsep dan teori 

partisipasi dalam mengukur dan menganalisis seberapa besar keterlibatan dan 

apa sajakah hambatan dan kendala SBMI dalam upaya pemberdayaan eks 

buruh migran Indonesia di provinsi Lampung. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

    Aktor dalam Good Governance:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti Tahun 2017  

 

Buruh migran  indonesia dilampung yang sudah pulang dan  menetap dikampung 

halamannya  tidak  bisa memanfaatkan hasil yang diperoleh dari luar negeri  secara 

produktif, serta  tidak memiliki pekerjaan  tetap yang layak. 

 

 

 
Pemerintah 

Program Indonesia 

Memanggil dalam 

realisasi Nawa cita 

Presiden presiden Jokowi 

tentang perlindungan,hak 

dan keselamatan serta 

pemberdayaan TKI 

Purna. 

Terlampir pada Peraturan 

Kepala BNP2TKI  No 17 

Tahun 2015 Tentang 

Petunjuk Teknis 

Pemberdayaan TKI 

Purna/ TKIB/ WNIO dan 

Keluarganya. 

 

Swasta 

Masyarakat (Civil Society) 

B. Pemberdayaan 

menurut Suharto 

yaitu: Pemberian 

motivasi, 

peningkatan 

kesadaran dan 

pelatihan,manajem

en diri, mobilisasi   

sumberdaya. 

 

C. Faktor 

Penghambat: 

1. Faktor Internal 

2. Faktor Eksternal 

 

 

Terciptanya kondisi 

Buruh Migran yang 

berkualitas, bermanfaat 

dan berkompetitif demi 

Terwujudnya harkat, 

martabat dan 

kesejahteraan yang 

berkeadilan gender bagi  

Eks Buruh Migran 

Indonesia asal Lampung. 

 

A. Bentuk partisipasi 

menurut Basrowi: 

1. Partisipasi secara Non 

Fisik :             

keikutsertaan masyarakat 

dalam menentukan arah 

dan tujuan, serta animo 

masyarakat. Secara 

konsep partisipasi non 

fisik dilakukan secara 

tidak tampak seperti  ide, 

gagasan, pendapat atau 

buah pikir 

2. Bentuk Partisipasi 

Fisik:                      

Partisipasi masyarakat 

dalam bentuk 

menyelenggarakan  usaha 

seperti membangun dan 

mendirikan gedung atau 

fasilitas untuk 

masyarakat. 

. 

 



44 
 

 
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar 

(2009:130), penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan penjelasan dan 

kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan pertanyaan 

penelitian, kemudian dianalisis pula apa yang  melatar belakangi mereka 

berprilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi, 

ditriangulasi, disimpulkan (diberimakna oleh peneliti) dan diverifikasi 

(dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat). Sedangkan, Moleong 

(2013:6), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah.  

 

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk 

menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana partisipasi 

Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung dalam upaya pemberdayaan Eks 

Buruh Migran di Provinsi Lampung. 
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B.   Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Oleh karena itu 

fokus penelitian yang diambil penulis adalah menggunakan fokus teori dalam 

konsep partisipasi pada good governance. Guna melihat dan mengetahui lebih 

jauh partisipasi yang dilakukan SBMI dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh 

Migran Indonesia asal Lampung, mengingat masih rendahnya dan minimnya 

pemberdayaan yang diberikan terhadap Eks Buruh Migran asal Lampung.  

 

A. Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran 

Indonesia di Lampung dalam upaya pemberdayaan eks buruh 

migran asal lampung. Sebagamana yang dijelaskan Menurut Basrowi 

dalam Astuti D. (2011:58), partisipasi dilihat dari bentuknya dapat 

dibedakan dan dibagi menjadi dua, yaitu: 

    1. Partisipasi secara Non Fisik  

Partisipasi non fisik diartikan sebagai partisipasi atau keikutsertaan 

masyarakat dalam menentukan arah dan tujuan, serta animo masyarakat. 

Secara konsep partisipasi non fisik dilakukan secara tidak tampak seperti  

ide, gagasan, pendapat atau buah pikir. Partisipasi yang dilakukan SBMI 

Lampung yaitu: 

a. Partisipasi dalam Perencanaan 

b. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

c. Partisipasi dalam Evaluasi  
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d. Konseling/konsultasi  

e. Partisipasi dalam Pelaksanaan 

f. Pendampingan 

g. Rehabilitasi (pemulangan atau pemberdayaan) 

2. Bentuk Partisipasi Fisik 

Bentuk partisipasi secara fisik merupakan bentuk partisipasi masyarakat 

dalam bentuk menyelenggarakan  usaha-usaha seperti membangun dan 

mendirikan gedung atau fasilitas untuk masyarakat, seperti gedung sekolah 

penyediaan buku dan usaha beasiswa. Berdasarkan penjelasanya 

partisipasi fisik merupakan partisipasi yang dilakukan secara nyata dan 

dapat dilihat atau dirasakan, baik berupa tenaga, keterampilan, uang, harta 

benda dan lain sebagainya. Partisipasi yang dilakukan SBMI  dalam upaya 

pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung yaitu seperti: 

a. Materi (Matrials) / bahan dan kebutuhan yang diperlukan 

b. Mesin (Machines) berupa pengadaan sarana prasarana kelompok 

c. Uang (Money) atau pemberian modal usaha 

B. Fokus yang selanjutnya digunakan adalah pemberdayaan sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Suharto dalam Mardikanto (2015:170), 

mengemukakan adanya 5 aspek penting yang dilakukan dalam 

pemberdayaan masyarakat yaitu: 

a)  Motivasi 

Mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisisir dan 
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melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kelompok ini 

kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan 

pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan 

mereka sendiri. 

b)  Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan 

 Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui 

pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi dan sanitasi. 

Sedangkan keterampilan vokasional bisa dikembangkan melaui 

cara-cara partisipatif 

c) Manajemen diri 

Setiap kelompok-kelompok masyarakat harus mampu memilih 

pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, 

seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan 

dan pelaporan, mengoprasikan tabungan kredit usaha mandiri. Pada 

tahap awal pendampingan dari luar dapat membantu mereka dalam 

mengembangkan sebuah sistem dan kemudian dapat diberi 

wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem 

tersebut. 

d) Mobilisasi sumberdaya 

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan 

pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber 

individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela 

dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan 

bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun 
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dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara subtansial. 

e) Pembangunan dan pengembangan jejaring 

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu 

disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya untuk 

membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem 

sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan 

dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan 

kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. 

 

C. Faktor-faktor yang menjadi kendala-kendala serikat buruh migran 

indonesia di Lampung dalam pemberdayaan eks buruh migran indonesia 

asal lampung meliputi: 

1.  Faktor internal 

2.  Faktor eksternal 

C. Lokasi Penelitian 

 

Dalam penentuan lokasi, Moleong menjelaskan  cara yang ditempuh dengan 

mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan guna mencari 

kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis 

dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga  perlu juga dipertimbangkan 

dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2013:128). 

 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dipilih secara sengaja karena lokasi 

penelitian merupakan realitas dari masalah yang difokuskan, lokasi pada 
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penelitan ini adalah Serikat Buruh Migran Indonesia di Lampung yang 

bertempat di Lampung Timur.  

 

Pemilihan Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah 

Lampung adalah sebagai lokasi utama dalam penilitian ini yang berfokus 

pada pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia asal Lampung. Mengingat 

bahwa SBMI adalah organisasi kemasyarakatan non-pemerintah yang 

berkecimpung dan ikut andil dalam upaya perlindungan  dan pemenuhan hak 

bagi para buruh migran yang mengalami masalah. Selain daripada itu SBMI  

sendiri merupakan wujud civil society yang bergerak dan masih konsisten 

dalam pemberdayaan bagi purna buruh migran di Lampung.  

 

D. Informan Penelitian 

Menurut Sanafiah Faisal dalam  Sugiyono (2011:221), penentuan sampel atau 

informan dalam  penelitian  kualitatif  berfungsi untuk mendapatkan 

informasi  yang  maksimum, oleh karena itu orang yang dijadikan sampel 

atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :  

1. Mereka ikut serta langsung dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh 

Migran Indonesia di Lampung 

2. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai. 

3. Mereka berkenan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan 

tidak cenderung berasal dari gagasannya sendiri. 

 

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke 

lokasi penelitian oleh peneliti, yakni pada Serikat Buruh Migran Indonesia di 



50 
 

 
 

 

Lampung dan dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode 

penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih nara sumber yang 

benar-benar mengetahui tentang keikut sertaan SBMI Lampung dalam upaya 

pemberdayaan eks buruh migran indonesia asal Lampung, sehingga mereka 

akan memberikan informasi secara tepat  dan sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan 

informan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu dijelaskan dalam 

tabel sebagai berikut ini: 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

NO Informan Jabatan  Tanggal 

Wawancara 

Subtansi Wawancara 

1 Yunita Rohani Ketua SBMI 

Lampung 

20 April 2017 

21 April 2017 

1 Mei 2017 

1) Partisipasi SBMI  

2) Pelaksanaan 

pemberdayaan eks 

buruh migran 

3) Program dan kegiatan 

SBMI Lampung 

4) Kordinasi dengan 

lembaga dan pihak 

yang ikut terlibat pada 

buruh migran asal 

Lampung 

2 Sukendar Ketua SBMI 

DPC Lampung 

Timur 

20 April 2017 

21 April 2017 

1) Pelaksanaan 

pemberdayaan eks 

buruh migran Lampung 

Timur 

2) Perkembangan 

kelompok 

pemberdayaan 

3 Eli Astuti Dewi DPK 

Sekampung, 

sekaligus 

pendamping 

Kelompok 

Pemberdayaan  

20 April 2017 1) Rehabilitasi dan 

pemberdayaan eks 

buruh migran 

2) Pendampingan eks 

buruh migran yang 

bermasalah 

 

4 Edi DPK 

Sekampung 

Udik, sekaligus 

Pendamping 

Pemberdayaan 

21 April 2017 1) Proses pendampingan 

kelompok 

2) Perkembangan 

kelompok 

pemberdayaan 
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SBMI 

Lampung 

 

5 Praja Setiawati 

S.Psi 

Staff Pengelola 

Perlindungan 

dan 

Pemberdayaan 

BP3TKI 

Lampung 

12 Mei 2017 1) Komunikasi B3TKI 

dan SBMI Lampung 

2) Kordinasi dan 

keterlibatan SBMI 

Lampung  

6  Supardi Ketua 

Kelompok 

Pemberdayaan 

Usaha mandiri  

24 April 2017 1) Perkembangan 

kelompok 

pemberdayaan 

2) Manfaat pemberdayaan  

3) Manajemen kelompok 

pemberdayaan 

7 Sunarso Ketua 

kelompok 

Pemberdayaan 

Budidaya 

Jamur 

24 April 2017 1) Manfaat pelatihan 

manajemen diri 

2) Pentingnya edukasi 

pengembangan 

manajemen diri 

terhadap perkembangan 

kelompok 

8 Ibu Sri Eks Buruh 

Migran yang 

ikut dalam 

pelaksanaan 

Program 

Pemberdayaan  

28 April 2017 1) Manfaat program 

pemberdayaan bagi 

masyarakat 

2) Motivasi mengikuti 

program pemberdayaan 

3) Jenis-jenis pelatihan 

usaha yang diikuti 

9 Bapak Sono Suami ibu 

Aminah Eks 

Buruh Migran 

Bermasalah 

28 April 2017 1) Keadaan istrinya 

sebagai buruh migran 

yang bermasalah 

2) Keterlibatan SBMI 

dalam mendampingi 

kasus 

10 Bapak Misdi Eks Buruh 

Migran yang 

ikut dalam 

bimbingan 

Konseling 

19 Mei April 

2017 

1) Pinjaman modall 

terhadap koperasi 

SBMI 

2) Motivasi yang diraakan 

 

11 Bapak Jono Peserta 

Pelatihan 

Pemberdayaan 

19 Mei 2017 1) Manfaat yang dirasakan 

dalam program 

pemberdayaan 

2) Keterlibatan dalam 

pemberdayaan 

 

     (Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2017) 
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E. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong  (2013:157), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data 

merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan 

sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai 

dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui 

penelitian ini meliputi: 

 

1. Data Primer 

Data  primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh  informasi yang 

akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan 

penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun 

wawancara kepada informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data 

primer dilakukan   melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan 

dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Dalam hal ini peneliti 

mengumpulkan data primer dengan  melakukan observasi langsung 

terhadap SBMI Lampung dan mewawancarai anggota dan pihak yang 

terlibat dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal 

Lampung. 
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2. Data Sekunder  

Data sekunder  merupakan data  yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Data 

sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, arsip yang dimiliki SBMI 

Lampung, terutama yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan 

program pemberdayaan eks buruh migran, serta peneliti juga 

mengumpulkan literature, artikel, koran dan sebagainya yang berkaitan 

dengan upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung.  

 

F. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Observasi 

Menurut Soehartono dalam Hikmat (2011:74), observasi adalah setiap 

kegiatan untuk  melakukan  pengukuran, dalam arti sempit,  pengamatan 

yang dilakukan menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan. Observasi atau pengamatan dapat 

diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang 

tidak berperan serta. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data 

primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian. Seperti pengamatan dalam kegiatan 

pemberdayaan ataupun pengembangan kelompok pemberdayaan yang 

dilakukan SBMI terhadap eks buruh migran Indonesia asal Lampung. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh  dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2013:186),  

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan jalan  

mewawancarai sumber-sumber data dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan  partisipasi SBMI sebagai civil society 

dalam upaya pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia di Lampung. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang 

diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada 

informan. 

3.    Dokumentasi 

Menurut Hikmat (2011:83), dokumentasi adalah penelusuran dan 

perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia seperti 

data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, 

dan hal lainnya yang berkait dengan  penelitian. Data yang  dikumpulkan  

dari dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder 

dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, 

arsip maupun gambar yang berkaitan dengan keikutsertaan partisipasi 

SBMI sebagai civil society dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran 

Indonesia di Lampung. 
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G. Teknik Analisis Data   

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2011:333), analisis data telah dimulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun, analisis data 

lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan 

data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1.    Reduksi Data  

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan 

dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2.   Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang 

diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang 

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan  dan 

pengambilan tindakan. Dalam  penelitian ini, penyajian data diwujudkan 

dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan foto atau gambar 

sejenisnya. 

3.    Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung. yaitu sejak awal memasuki 
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lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, serta menyeimbangkan dengan kondisi pelaksanaan 

pemberdayaan yang dilakukan SBMI, yang dituangkan dalam 

kesimpulan penelitian. 

H. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Derajat 

kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa 

yang digunakan. Sugiyono (2011:363), dalam penelitian kualitatif data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kriteria yang di ungkapkan oleh 

Moleong (2013:324), dalam pemeriksaan data, yaitu: 

 

a. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data 

Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, 

mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Pada 

teknik ini kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik 

pemeriksaan, yaitu: 

1. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. 
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Menurut Denzin dalam Moleong (2013:330), membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yamg memanfaatkan 

penggunaan yaitu, triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yang 

berarti membandingkan membandingkan data berupa hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada SBMI dan 

pihak yang ikut serta dalam pemberdayaan eks buruh migran di 

lampung. 

2. Kecukupan referensial 

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, 

catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai 

referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan 

penafsiran data. Metode kecukupan referensial pada penelitian ini 

dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian, baik melalui dokumen, catatan, foto, dan rekaman yang 

digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. 

 

b. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data 

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan 

melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Baik hasil 

analisis penelitian yang dilakukan sesuai dengan tema yang diangkat 

dalam penelitian. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang 
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cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks 

didalamnya.  

c. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan 

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan 

dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, 

tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-

nya. Mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak dilakukan baik 

itu roses mendapatkan data, dan proses analisis yang dilakukan, maka 

peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing dengan tema yang 

diangkat. 

d. Kepastian Data 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian data, menguji kepastian 

(comfirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Proses penelitian dengan mengumpulkan data dilapangan baik itu data 

pada saat wawancara, data berupa dokumen, rekaman, dan foto. Derajat ini 

dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh 

komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya dan dilakukan 

oleh pengujian hasil penelitian dan pembimbing. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Terbentuknya Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lampung 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) adalah organisasi buruh migran dan 

anggota keluarganya. Didirikan pada tanggal 25 Pebruari 2003. Sebelumnya 

bernama Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI). Dirintis dan 

dibidani oleh Konsorsium Pembela Buruh Migran (KOPBUMI) sejak tahun 

2000 melalui cikal bakal organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran. 

SBMI merupakan antitesa dari kondisi buruk, dan banyaknya permasalah yang 

dihadapi buruh migran Indonesia.  

SBMI kemudian diakui sebagai Serikat Buruh sejak tahun 2006. dan  semakin 

diperkuat juga oleh peran sebuah konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) yaitu KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) yang 

tiap hari melakukan pembelaan menangani kasus-kasus buruh migran termasuk 

kasus-kasus yang dialamai oleh para eks buruh migran indonesia sebagai 

pendahulu penggerak awal organisasi. Dengan didukung oleh peran mereka 

sebagai partner sejajar maka mereka mencoba untuk mengorganisir diri guna 

memperjuangkan hak-haknya yang telah diabaikan oleh negara termasuk 

bekerja bahu membahu bersama untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. 

(Sumber:http://sbmi.or.id/tentang-sbmi/diakses pada 13 September 2016 WIB). 

http://sbmi.or.id/tentang-sbmi/
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Perkembangan SBMI tidak berenti pada tatanan Nasional saja, kiprah yang 

dibangun SBMI semakin luas dan menajamah lapisan masyarakat, terutama 

pada daerah yang memiliki sumber daya mengirim tenaga kerja keluar negeri 

tau yang lebih dikenal sebagai daerah kantong TKI. Dan salah satunya adalah 

Provinsi Lampung yang menempati urutan ke 5 daerah mengirim TKI 

terbanyak se Indonesia. (Sumber: PUSLITFO BNP2TKI (www.bnp2tki.go.id). 

Dan pada tanggal 19 November 2012 dengan SK Pengangkatan Dewan 

Wilayah SBMI Provinsi Lampung, No:01/SK/DPNSBMI/X/2012. Maka 

disahkanlah dewan perwakilan pengurus wilayah Lampung, yang diketuai oleh 

Ibu Yuanita Rohani dan sudah berjalan dua periode hingga saat ini. (Sumber: 

Hasil wawancara dengan  Yunita Rohani sebagai Ketua SBMI DPW Lampung, 

pada tanggal  20 April 2017). 

 

B. Visi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lampung 

”Terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan yang berkeadilan gender 

bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) dan keluarganya asal Lampung”. 

C. Misi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Lampung 

1. Melakukan pendidikan kritis bagi BMI. 

2. Meningkatkan dan Memperkuat posisi tawar BMI. 

3. Memperjuangkan hak-hak BMI. 

4. Membangun ekonomi alternatif produktif bagi BMI. 

5. Melakukan pengorganisasian bagi BMI. 

6. Memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada BMI 

http://www.bnp2tki.go.id/
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D. Struktur Kepengurusan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) 

Lampung 

Struktur organisasi Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Perwakilan 

Wilayah Lampung (SBMI Lampung) berdasarkan surat keputusan Dewan 

Perwakilan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia No 01/ DPNSBMI/ X/ 

2012 tentang pengangkatan Dewan Perakilan Wilayah Lampung dan 

strukturnya seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Gambar 2. Bagan Kepengurusan SBMI 

 Sumber: Diolah Oleh peneliti Tahun 2017 
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E. Ruang Lingkup Kegiatan SBMI Lampung 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh SBMI lampung merupakan realisasi program-

program yang di turunkan dari program kerja SBMI Pusat atau Nasional. 

Berikut adalah ruang lingkup kegiatan dan program yang dilakukan SBMI 

Lampung: 

 

1.  Advokasi Kasus dan Kebijakan 

SBMI Lampung mendampingi pengaduan kasus, baik dari buruh migran 

dan atau dari keluarganya. Kasus itu meliputi pada pra penempatan, masa 

penempatan maupun purna penempatan. Pengaduan yang masuk akan 

ditindaklanjuti kepada pihak yang bertanggungjawab dalam hal 

perlindungan buruh migran, baik pemerintah ataupun swasta. Pengalaman 

penanganan kasus atau masalah buruh migrant menjadi bahan bagi SBMI 

untuk mendorong, merevisi dan atau menerbitkan kebijakan, Undang-

Undang dan peraturan perundang-undangan yang pro terhadap buruh 

migran. Upaya advokasi dan pendampingan kasus masih menjadi salah satu 

agenda sekaligus tujuan SBMI Lampung untuk terus membela hak-hak 

buruh migran asal Lampung. 

 

2.  Pengorganisasian 

Untuk memperkuat posisi buruh migran, SBMI melakukan 

pengorganisasian buruh migrant dan anggota keluarganya, baik di negara-

negara tujuan penempatan maupun daerah asalnya. SBMI juga 

memperjuangkan pengakuan organisasi buruh migrant masuk dalam revisi 

Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia. 
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Selain itu SBMI juga membangun jaringan dengan organisasi yang sepaham 

baik di level lokal, nasional, regional dan internasional. Beberapa jejaring 

SBMI antara lian: Jaringan Buruh Migran (JBM), Asean Forum Migran 

Labor, Migran Forum Asia, Justice Without Border, The Asia Probono. 

Dalam tatanan daerah SBMI Lampung membangun jejaring dengan pihak 

yang ikut andil dan bergerak pada penanganan dan pemberdayaan buruh 

migran, diantaranya adalah BP3TKI Lampung, Dinas Sosial ataupun lapisan 

masyarakat yang peduli dengan keberadaan jaringan buruh migran di 

Lampung. 

 

3.  Pendidikan 

Dalam rangka mencerdaskan buruh migran Lampung dan para anggota 

SBMI, maka dilakukanlah upaya pelatihan dan pendidikan yang bertujuan 

untuk membangun kesadaran kritis, inovasi kerja dan keterampilan serta 

membangun motivai dan kesadaran  atas hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh buruh migran. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan non 

formal dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan dan sosialisasi 

berkelanjutan untuk merangsang keterampilan dan usaha pengembangan 

diri. 

Beberapa pelatihan yang pernah diadakan oleh SBMI Lampung dalam 

pelatihan reguler antara lain adalah: training pre departure, training migrasi 

aman, training pencegahan dan layanan bagi korban trafficking, training 

pengorganisasian (community organizer, organisasi, kepemimpinan), 

training hak asasi manusia, training gender, pelatihan pengelolaan keuangan 

dll. Untuk mempermudah kerja-kerja tersebut, SBMI juga membuat alat-alat 
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berupa modul, panduan praktis yang mudah diaplikasikan oleh buruh 

migran dan keluarganya. 

 

4.  Pemberdayaan Ekonomi 

Tidak sedikit buruh migran yang terlanggar haknya, tidak mendapatkan gaji 

dll, sehingga kondisinya jauh dari tujuan yang diamanatkan dalam pasal 3 

UU 39/2004 Tentang Penampatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri 

yaitu : memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawai, menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam 

negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan  

meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 

 

Selain itu banyak buruh migran yang juga memiliki keterampilan khusus 

namun sesampai di Indonesia keterampilannya tidak tersalurkan dengan 

baik, atau memiliki modal namun tidak memiliki kemampuan untuk 

dikembangkan menjadi usaha apa. Untuk itu SBMI mendorong adanya 

program reintegrasi, melaksanakan pemberdayan-pemberdayaan melalui 

kerja sama dengan Civil Society Organisation, organisasi pemerintah dan 

organisasi internasional yang mempunyai misi pemberdayaan untuk eks 

buruh migran. Upaya tersebut dilakukan agar para eks buruh migran 

kususnya dilampung, tetap memiliki aktivitas dan kegiatan dalam hal 

ekonomi guna membangun dan meningkatkan taraf hidup di tempat asal, 

tanpa harus kembali bekerja diluar negeri. 
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F. Kerjasama dengan Instansi dan Lembaga Lain 

 

Sejak dibentuk kordinator dewan perwakilan provinsi lampung SBMI telah 

melakukan kerjasama dengan instansi dan pemerintah serta beberapa lembaga 

lainnya terkait dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan maupun dalam 

upaya advokasi para buruh migran yang sedang mengalami masalah. Instansi 

dan lembaga tersebut diantaranya adalah Dinas Sosial, BP3TKI, ataupun pihak 

swasta seperti IOM (International Organization for Migration), City Bank 

beberapa instransi dan lembaga tersebut adalah lembaga yang sedang atau 

pernah bekerjasama dengan SBMI dalam memperhatikan keberadaan dan 

kesejahteraann buruh migran diindonesia kususnya dilampung. 

Kerjasama yang dilakukan oleh SBMI dengan lembaga-lembaga tersebut 

diantaranya adalah seperti pelaksanaan program pemberdayaan baik dalam 

peningkatan kemampuan ataupun perkembangan dalam bentuk kelompok 

usaha. dan segala upaya-upaya sosial lainya seperti pelatihan, pengebangan 

modal dalam bentuk koperasi, pemberian motivasi dan pendampingan kasus 

yang dihadapi oleh buruh migran di Lampung Selain daripada itu pihak 

pendonor juga mempercayakan kepada SBMI untuk mengelola keuangan yang 

mereka berikan untuk kepentingan dan kesejahteraan buruh migran di 

Lampung, yang direalisasikan dalam bentuk program kerja dan pendampingan 

usaha terhadap eks buruh migran asal Lampung. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan upaya pemberdayaan eks buruh 

migran Indonesia asal Lampung, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.   Partisipasi Non-Fisik dan Fisik SBMI Lampung dalam Upaya 

Pemberdayaan Eks Buruh Migan Indonesia asal Lampung: 

a. Bentuk partisipasi pemberdayaan SBMI secara non-fisik adalah 

dengan melakukan kegiatan musyawarah rutin dalam jangka waktu 

satu minggu sekali atau bulanan, baik dalam bentuk silaturahmi 

pertemuan rutin ataupun dalam membahas agenda pokok anggota 

seperti melakukan perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi 

serta adanya pelayanan konseling bagi para eks buruh migran selain 

itu bentuk pelaksanaan pemberdayaan, pendampingan serta 

rehabilitasi merupan partisipasi yang dilakukan SBMI terhadap eks 

buruh migran. 

b. Bentuk partisipasi fisik SBMI dalam upaya pemberdayaan terhadap 

eks buruh migran adalah dalam bentuk menyelenggarakan  usaha-

usaha seperti membangun dan mendirikan gedung atau fasilitas untuk 

masyarakat, dalam upaya pemberdayaan eks buruh migran Indonesia 
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asal Lampung. Maka SBMI mewujudkan partisipasinya dalam 

bentuk:  Materi (Materials) bahan dan kebutuhan yang diperlukan 

dalam kelompok pemberdayaan, mesin (Machines) berupa pengadaan 

sarana prasarana kelompok, serta uang (Money) atau pemberian 

modal usaha kepada eks BMI atau kelompok pemberdayaan. 

2.   Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

Terkait dengan lima aspek penting pemberdayaan masyarakat dan ruang 

lingkupnya, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pemberian motivasi secara individu ataupun kelompok 

dilaksanakan dengan melakukan kegiatan sharing, pelaitahan dan 

program berkelanjutan untuk mengembangkan.  

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan diberikan dengan 

mengadakan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai 

wirausaha dan pendampingan berkelanjutan. 

c. Proses manajemen diri dilakukan dengan membentuk kelompok-

kelompok pemberdayaan usaha dan melakukan manajemen secara 

mandiri dalam menjalankan dan mengembangkan kelompoknya. 

d. Mobilisasi sumberdaya dilakukan melaluipembentukan koperasi 

simpan pinjam dan penarikan sumbangan untuk pengembangan 

usaha seperti budidaya jamur, kelompok ternak dan kambing  

e. Peningkatan dan Pengembangan jejaringdilaksanakan  dengan cara 

melakukan komunikasi dan kordinasi dengan pihak terkait seperti 

BP3TKI, Dinas Sosial, Lembaga-lembaga pendidikan ataupun 

tokoh masyarakat. 
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3.   Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi SBMI dalam upaya 

Pemberdayaan eks buruh migran Indonesia asal Lampung peneliti 

mengelompokan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. 

Adapun kendala yang dihadapi tersebut diantaranya adalah: 

 

a. Kendala internal yang dihadapi adalah; 1) Minimnya sumber daya 

manusia yang dimilki SBMI; 2) Kualitas sumber daya manusia yang 

kurang memumpuni dikarenakan minimnya pengalaman dan 

kemampuan para anggota SBMI; 3) Sumber dana serta 

pemasukanyang kurang memadai. 

b. Kendala eksternal yang dihadapi adalah; 1) Lemahnya Partisipasi 

masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang produktif; 2) 

Kurang efektifnya komunikasi dan kordinasi dengan lembaga atau 

instansi terkait; 3)  Lemahnya dukungan dari Pemerintah setempat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. SBMI perlu meningkatkan sosialisasi dan pengenalan, baik secara 

langsung ataupun dengan memanfaatkan media sosial kepada 

masyarakat. 

2. SBMI harus mengembangkan jaringan sosial pada masyarakat terutama 

pada kalangan akademisi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan 

untuk kepentingan dan perkembangan. 

3. SBMI harus membangun sinergisitas kepada multi stakeholder terutama 

dengan level street bureaucracy sebagai pihak yang bertanggungjawab 
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pada wilayah pemeriintahan pada lingkungan buruh migranagar 

kedepannya dapat menjalankan program atau kegiatan dengan baik. 

4. SBMI harus mengembangkan jangkauannya sebagai organisasi tingkat 

provinsi SBMI harus bisa menjangkau pada wilayah lainya, mengingat 

bahwa pada saat ini hanya satu wilayah saja yang baru dikembangkan. 

5. Peningkatan kemampuan dan kualitas kader SBMI dengan melakukan 

pelatihan anggota dan mengikuti studi banding pada organisasi SBMI 

pada tingkatan daerah lainnya. 
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